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Ketidakselarasan ketentuan pemberian “jaminan
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan
kawasan™ pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A
ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba dengan
Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang. Norma
diberikannya jaminan tidak ada perubahan
pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK,
atau WPR sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17A
avat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2),dan Pasal 172B ayat
(2) UU Minerba tidak selaras dengan norma
diperbolehkannya dilakukan peninjauan kembali dan
revisi rencana tata ruang sebagaimana diatur dalam
Pasal 16 jo. Pasal 20 UU Penataan Ruang.

UU Minerba terkait larangan melaksanakan kegiatan
T )g dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan
al 134 ayat (3) UU Minerba diperbolehkan setelah
darz instansi Pemerin etentuan_ini dibuka ruang untuk dlbeﬂkannya izin dari
rintah maka berpot: Jsah

norma Pasal 162 jo. Pasal 164 UU Minerba yang berpotensi kriminalisasi peng gkul
; karena berpotensi menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan usef'
\< penyldlk karena mempunyai tafsir gandajlka dlkaltkan dengan Pasal 66 UU PPLH, " |1}

ke IUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 169A ayati (1) jo.
~U ‘Minerba berpoten5| mengurangl hak prlorltas BUMN dan BUMD dalam

i Mlnerba HéTlnl dlkarenakan

mendaps}B n IUPK ebagaimana diatuf ¢
' pemenuhan persya ) lfan dala fangk
operasi kontrak/perja jian sudah tentu
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Penarikan kewenangan penyelidikan dan penelitian serta penerbitan izin usaha oleh Pemerintah
Pusat. Hal ini menimbulkan pertentangan dari sejumlah pemangku kepentingan di daerah, karena
dianggap bertentangan dengan prinsip otonomi daerah dan mengurangi aksesibilitas masyarakat
vang terdampak kegiatan pertambangan untuk segera ditangani keluhan atau laporannya oleh

Pemerintah Daerah setempat karena kewenangannya sudah tidak ada lagi.

Tidak dilaksanakannya keterbukaan informasi terkait pengumuman rencana kegiatan usaha
pertambangan. Pada implementasinya, kegiatan pengumuman penetapan WPR dan kegiatan

wy USaha pertambangan di WIUP ini masih juga belum dilaksanakan, dikarenakan beberapa hal,yakni
“hilangnya rasa tanggung jawab Pemerintah Daerah pasca kewenangannya ditarik kepada

Pemerintah Pusat, belamuditerbitkannya peraturan daerah mengenai penetapan WPR, belum

7djif§%-u-my§,pe”9t‘muman dalam bentuk elektronik sehingga penetapan WPR dan WIUP berpotensi
/dibatalkan mielalui PTUN,

"*.-.Baﬁ;zéknya Perda yang belfum diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan WPR.

Akibatnya pemerintah daerah belum 'bisa menetapkan WPR dan menerbitkan IPR. Sebaliknya,
bahwa kegiatan pertambahngan rakyat masih tetap massive dilakukan di sejumlah daerah
kabu.patlen/kota tanpa izin méngingat WPR juga belum ditetapkan melalui terbitnya Perda.

Kurangnya koofdinasi antar instansi -pemerintahan”terkait penyelenggaran minerba. Antara

SKESBME dan: KLHK terdapat permasalahan koordinasi dalam penyelenggaraan pengelolaan

minerba yakni' terkait penanganan “permasalahan_ kerusakan lingkungan hidup akibat
pertambangan dan |penyelesaian ‘hak atas tanah. Sedangkan antara KESDM dengan ATR/BPN
terdapat permasalahan koordinasi dalam penyelesaian hak atas tanah, koordinasi antara KESDM
dan ATR/BPN penting .untuk dilakukan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan
penyelesaian hak atastanahyang sering terjadi.

Permasalahan terkait reklamasi, pascatambang, .dan
dana jaminan rellamasi yakni belum ada aturan yang
jelas terkait ranah kementerian untuk penggunaan
APBN, masih rendahnya kesadaran perusahaan
pertambangan untuk melakukan reklamasi dan
pascatambang, perbandingan biaya dana jaminan
reklamasi dan/atau pascatambang lebih murah
dibandingkan dengan biaya untuk melaksanakan
reklamasi dan/atau pascatambang yang membuat
perusahaan pertambangan tidak melaksanakan
kewajiban reklamasi dan/atau pascatambang, dan
belum jelasnya mekanisme pencairan dana jaminan
reklamasi dan/atau pascatambang. :
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Pemberian royalti @8 (nol persen) bagi pemegang IUP/IUPK yang
meningkatkan nil mibah batubara’ menjadi fasilitas insentif
juga menambah nerimaan negara dikarenakan ketentuan
tersebut mendorong pemegang IUP/IUPK  batubara agar
mengubah bisnisnya yang semula berupa jual dan angkut
batubara menjadi industrialisasi batubara dengan gasifikasi,

batubara cair, dan prodﬁlaln dalam rangka mpemgembangkan

industri hilir. Persep’ ketentuan pemberia "‘foyalty 0% ini

memberlkan “penurdnan penenmaan negara tidak relevan

| ntuan ini justru mendorang penlngkatan INdwustri

 hilirasi minerba dan menambam ok maan negara melalui

- pendapatan yang dlterlma da‘r"penjualan ~produk hilir &
b pertambangan mlnerba Al
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Data dan informasi pertambangan di Tingkat Tapak dan Tingkat Desa yang
Belum Terintegrasi dengan Data Dan Informasi Pertambangan Pemerintah
Pusat. Data pertambangan saat ini telah dikelola oleh KESDM melalui aplikasi
satu peta data dan informasi yang dinamakan ESDM One Map Indonesia,
namun pada implementasinya yaitu data yang dipublish belum selaras atau
belum terintegrasi dengan data-data yang dimiliki oleh pihak-pihak yang
mengetahui letak dan batasan kawasan pertambangan, terutama Dinas
ESDM, Dinas LHK, Dinas ATR/BPN, dan Pemerintah Desa, sehingga sering
menimbulkan konflik di lapangan.

Kebijakan pengelolaan data dan
informasi  dalam inventarisasi
Minerba telah diatur dalam
Keputusan Menteri ESDM Nomor
77.K-MEM.B-2022 tentang
~ Kebijakan Mineral Dan Batubara
‘Nasional. Namun ketentuan ini
- belum secara eksplisit mengatur
. mengenai jaminan keamanan
- data dan informasi Minerba
i sebagal bentuk tanggung jawab
: ."‘-"‘,ﬂnegara atas data yang  telah
; -';;'_‘dlperoieh dan dlmlllkmya
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kat untuk
yang masih
sifat  online,
lur baru yang
arkan izin resmi
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Beberapa maten ‘muatan dalam UU Min ne b‘é/p‘é‘lﬁm sesuai
dengan nilai- n|Ia| Pancasnla sHa kedua dan kelima ka‘F‘ a dalam

¥ ana be.rupaya mengancam k“ m, lingkungan, dan
, manusianya sebagai ciptaan T aha Esa, serta tidak
memberikan = hak masyarakat sekltar tambang dalam

mendapatkan Ilngkt]ngan h|dup yang baik dan sehat‘ll re
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